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PUTUSAN 

Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Jth 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cot Beut, 10 

Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas, tempat kediaman di Dusun Ujong Blang, 

Gampong Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten 

Aceh Besar sebagai Penggugat;    

melawan 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lambheu, 18 

Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, 

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat 

kediaman di Jalan Krueng Aceh III, Gampong 

Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh 

Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy 

Bastian, S.H., dan Vatta Arisva, S.H., M.H, Advokat 

dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “YBHA 

Peutuah Mandiri , yang beralamat di jalan Keuchik 

Amin Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota 

Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email: 

vattaarisva@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 01  Maret  2024  yang telah diregistrasi 

di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan 

Nomor W1-A10/61.a/SK/03/2024  tanggal 01 Maret  

2024 sebagai Tergugat;  

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  

Disclaimer
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Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di 

muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 16 

Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa   pada   tanggal   23   April   2018, Penggugat   dan   Tergugat   telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, 

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/018/IV/2018, 

tertanggal 23 April 2018;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  

rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan belum di karuniai anak;  

3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

3.1. Bahwa sejak awal bulan April tahun 2023 Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua 

Tergugat, Tergugat pergi karena Penggugat belum memiliki 

keturunan; 

3.2. Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat; 

3.3. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah lebih kurang 

selama 10 bulan dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin. 

Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan 

menghubungi Penggugat;  

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada 

Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut: 

Primer 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan; 

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan persyaratan 

administratif beracara di Mahkamah Syar’iyah Jantho berupa fotokopi Kartu 

Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah 

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai; 

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi 

dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu Heti Kurnaini, 

S.Sy., M.H., Mediator Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, sebagaimana 

laporan mediator tanggal 08 Maret 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak 

berhasil; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Tergugat telah didengarkan jawabannya secara lisan yang pada 

pokoknya sebagai berikut; 

- Benar posita nomor 1 dan 2; 

-  Posita nomor 3 benar bahwasejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Penggugat pergi meninggalkan 

Tergugat  tanpa izin Tergugat ke rumah oarng tuanya namun tidak benar 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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penyebabnya karena belum memiliki keturunan, karena menurut Tergugat, 

keturunan tersebut yang memberi adalah Allah sehingga jika kami belum 

mendapat anak atau keturunan berarti belum rezeki  dan Tergugat sudah 

berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan berobat, dsiamping itu 

pada masa yang lalu Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai di 

pengadilan terhadap Tergugat dengan memakai alasan yang sama yaitu 

tidak memiliki keturunan namun perkara tersebut tidak dikabulkan karena 

Tergugat mampu membuktikannya dengan bukti surat berobat yang 

mengindikasikan jika Tergugat ada berusaha untuk berobat; 

- Adapun terkait nafkah lahir dan batin yang tidak Tergugat berikan, hal ini 

benar namun oleh karena Penggugat menutup akses dengan  Tergugat 

salah satunya tidak mau bertemu dengan Tergugat dan memblokir  nomor 

Whatssap Tergugat sehingga Tergugat kesulitan memenuhi nafkah 

dimaksud bahkan pernah Tergugat bersama aparatur Gampong mencoba  

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut juga tidak 

berhasil karena Tergugat menutup akses tersebut; 

- Terkait gugatan ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat; 

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya 

tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga telah didengarkan dupliknya yang 

pada pokoknya tetap pada jawabannya; 

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 

Januari 2024 atas nama Penggugat,  yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti 

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan 

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxx tanggal 23 April 

2018 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 

Disclaimer
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Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah 

dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf 

Hakim; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2024 

atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx,  yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, 

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat 

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah 

dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf 

Hakim; 

B. Bukti Saksi 

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus 

rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Cot Beut Kecamatan Kuta 

Baro Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, 

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 6 

(enam) tahun; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Tergugat selama 5(liam) tahun kemudian 

Penggugat kembali tinggal bersama Saksi di Gampong Cot Beut 

Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sejak 1(satu) tahun 

yang lalu; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia 

anak seorangpun; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini 

memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan. Hal ini 

disebabkan Tergugat tidak mempunyai penis, kalaupun ada penisnya 

kecil dan terkadang ada dan pada satu waktu penisnya seperti 

Disclaimer
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menghilang atau masuk kedalam hal ini tampak saat Tergugat 

kencing dia melakukannya sembari duduk layaknya perempuan dan 

jika melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya mencium dan 

menggigit badan Penggugat saja; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya berobat ke dokter 

dan orang pintar sejak 3(tiga) tahun yang lalu akan tetapi sampai 

disana hanya Penggugat yang diperiksa sedangkan Tergugat tidak 

mau diperiksa; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) 

tahun yang lalu; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum 

pernah diupayakan damai melalui aparatur Gampong namun Saksi 

sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat 

namun Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan keadaan  Tergugat 

yang demikian; 

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi karena Penggugat juga sudah 2(dua) kali 

mengajukan gugatan ini ke pengadilan; 

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat mereka telah 

berobat ke dokter kandungan dan Cut Bang Fit (Seulimeum); 

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah 

untuk Penggugat; 

2. xxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, 

tempat kediaman di Gampong Cot Beut Kecamatan Kuta Baro 

Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 6 (enam) tahun yang 

lalu; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun kemudian 

Penggugat kembali tinggal bersama ibu kandungnya di Gampong Cot 
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Beut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sejak 1(satu) 

tahun yang lalu; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia 

anak seorangpun; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini 

memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi; 

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya namun setahu Saksi dari 

warga Gampong keduanya sering bertengkar sehingga Penggugat 

pulang ke rumah ibunya semenjak itu, Saksi tidak pernah melihat 

Penggugat pulang kembali bersama Tergugat dan Tergugat juga 

tidak pernah datang menjenguk Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) 

tahun yang lalu; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum 

pernah diupayakan damai melalui aparatur Gampong namun Saksi 

sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat 

namun Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan keadaan  Tergugat 

yang demikian; 

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi 

keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya; 

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah 

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 21 November 21018 

atas nama Kepala Keluraga xxxxxxxxxxx,  yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi 

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan 

aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode 

(T.1) diberi tanggal dan paraf Hakim; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 23 April 2018 atas 

nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat 
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tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang 

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi 

tanggal dan paraf Hakim; 

3. Fotokopi Kartu Berobat dokter Yusrizal, M.Ked(Og) SpOg, Bukti fotokopi 

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang 

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi 

tanggal dan paraf Hakim; 

Bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi 

keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang 

isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan 

tersebut Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah 

hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah memberikan 

kuasa kepada Rudy Bastian, S.H., dan Vatta Arisva, S.H., M.H, Advokat dan 

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “YBHA Peutuah Mandiri , yang 

beralamat di jalan Keuchik Amin Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam 

Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email: 

vattaarisva@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01  Maret  

2024  yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho 

dengan Nomor W1-A10/61.a/SK/03/2024 tanggal 01 Maret  2024. Setelah 

memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat 
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formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) 

tindakan Tergugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, 

sehingga pihak kuasa Tergugat berhak untuk mewakili Tergugat di 

Persidangan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 

pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta 

Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat 

tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 

ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradalilan Agama, sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini; 

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan  

maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga 

didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama 

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 

Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan 

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya 

adalah memohon dijatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada 

Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcokan hingga telah 
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berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana yang 

diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah 

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan 

sebagian dalil posita gugatan Penggugat dan membantah selainnya sebagai 

mana yang telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya 

Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang 

saksi; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di 

Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas 

Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah 

Syar’iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan 

Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 

7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan 

mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata 

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas 

nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di 

Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah 

dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan 

mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata 

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim 

menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. 

Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang 

pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan 

demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai 

kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (persona standi in 

judicio) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang 

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-

dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar 

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 

sampai dengan T.3; 

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi kartu keluarga), telah 

bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat 

dicocokkan dengan aslinya namun di akui oleh Penggugat. Isinya menjelaskan 

tentang identitas Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai 

pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende 

bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. 

serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg; 

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas 

nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di 
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Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah 

dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan 

mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata 

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg; 

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 (fotokopi Kartu Berobat), telah 

bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. 

Isinya menjelaskan tentang pemeriksaan terhadap rahim Penggugat, sehingga 

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig 

bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 

1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 

ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 

ayat (2) RBg; 

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tidak mampu melumpuhkan 

bukti-bukti Penggugat; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan 

dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka 

Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 

secara sah dan tercatat; 

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus karena tidak adanya keturunan; 

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; 

5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai yang pertama 

pada tahun 2023; 

6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai 

namun tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing 

petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim 

temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang 

isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka 

karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan 

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, 

Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada 

akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-

alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa 

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan 

pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari 

Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim 

yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya 

berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak 

berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap 

pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara 

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah 

diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 

membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu 

mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

dan tidak sesuai dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21; 

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan 

antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila 

dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan 

merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu 

jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Jth 
 

tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam 

Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi: 

لمصالحدرء المفاسد مقدم على جلب ا  

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik 

(mempertahankan) kemaslahatan ; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih : 

 الضرار يزال 

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan. 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat 

para ulama dalam Kitab Al-Iqna’ Juz II halaman 153 yang berbunyi:  

 وان اشتد عد م رغبة الزوجة  لزوجها طلق عليه القا ضي طلقة

Artinya :“Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di 

situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat  untuk 

bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 

Oleh karena itu  gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan 

dapat diterima dan dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana 

layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka 

berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah 

talak 1 (satu) ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang 

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum 3 

haruslah dinyatakan dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di 

atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat 

dikabulkan; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat 

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat 

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami 

Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut 

dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya; 
 

Hakim Tunggal 

 

 

Fadhlia, S.Sy 

Panitera Pengganti, 

 

 

Ratna Juwita, S.H.I 

Perincian biaya : 

  1.   PNBP   Rp74.000,00  
  2.   Proses   Rp150.000,00  
  3.   Panggilan   Rp21.000,00  
  4.   Meterai   Rp10.000,00  

    Jumlah Rp255.000,00 
    (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)  
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